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ABSTRAK

Fitri Nuur Rohmi Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022. Dibimbing oleh Bapak Aspyan Noor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan periode 2018-2022. Menggunakan data sekunder, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda menggunakan spss 23 dengan metode purposive sampling untuk menentukan sampel, terdapat 13 sampel penelitian dengan total 44 pengamatan dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Corporate Social Responsibility, Penghindaran Pajak. 
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Fitri Nuur Rohmi The Effect of Institutional Ownership, Sales Growth, and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2022 Period. Supervised by Mr. Aspyan Noor. This study aims to determine the effect of Institutional Ownership, Sales Growth, and Corporate Social Responsibility Disclosure on Tax Avoidance in mining companies for the 2018-2022 period. Using secondary data, the data analysis technique used is multiple regression analysis using spss 23 with a purposive sampling method to determine the sample, there are 13 research samples with a total of 65 observations from mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The hypothesis uses descriptive statistics, classical assumption tests and multiple linear regression. Institutional Ownership and Corporate Social Responsibility have no effect on Tax Avoidance and Sales Growth has an effect on tax avoidance. 
Keywords: Institutional Ownership, Sales Growth, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance.
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1.1 [bookmark: _Toc101943051]Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bila dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya yang ada di Indonesia, lebih dari 80% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak sehingga pajak dijadikan sebagai penompang pendapatan nasional, oleh karena itu pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan negara. Sebagai pendapatan negara terbesar, pajak memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sesuai yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana pendapatan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak. 
Pemungutan pajak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III pada Pasal 23 A, yang berbunyi pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memaksa demi keperluan negara diatur dengan undang-undang. Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut UU No.28 Tahun 2007: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Dalam memulihkan ekonomi pemerintah Indonesia selalu berusaha mengoptimalkan penerimaan pajaknya dari tahun ke tahun, salah satunya dengan cara memberikan fasilitas perpajakan melalui penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya hal tersebut diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a yang berisi besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan adalah sebesar 25% berlaku pada tahun pajak 2010. Kemudian pemerintah melakukan penurunan tarif pajak badan yang disebutkan dalam UU No.7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) bagian b tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan menjadi 22% mulai berlaku pada tahun pajak 2022. 
Pada kenyataannya, pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan. Karena terdapat perbedaan sudut pandang antara pelaksana wajib pajak dan pemungut pajak. Dari sudut pandang pemerintah sebagai pemungut pajak, pajak merupakan sumber pendapatan negara sehingga pemerintah menginginkan penerimaan pajak terus meningkat di setiap tahunnya. Sedangkan sebagian besar dari pelaksana wajib pajak khususnya perusahaan, berusaha seminimal mungkin dalam membayar pajak karena mereka beranggapan dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, dalam hal ini pajak merupakan salah satu faktor sebagai pengurang pendapatan (Chen et al., 2010). Perbedaan kepentingan serta sudut pandang tersebut yang mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) dengan meminimalkan beban pajak. 
Menurut Darmawan & Sukartha (2014)  penghindaran pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan, selagi tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang bisa dibilang rumit dan unik, disatu sisi penghindaran pajak merupakan hal yang diperbolehkan karena tindakan tersebut bersifat legal namun tidak diinginkan oleh pihak pemerintah karena akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Menurut Mangoting (1999) pelaku tindakan penghindaran pajak hanya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan, sehingga kurangnya perundang-undangan perpajakan dapat memberikan peluang bagi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Banyak perusahaan yang cenderung memanfaatkan celah-celah (loopholes) atau kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri agar beban pajak perusahaan menjadi seminimal mungkin dan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil namum melalui tindakan yang legal. Besarnya tax avoidance dapat dilihat dari perbandingan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum (Dyreng et al., 2010). 
Salah satu sektor yang kerap melakukan tindakan penghindaran pajak adalah sektor pertambangan. Selama puluhan tahun industri pertambangan dianggap memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional, bahkan pada tahun 2008 ketika krisis ekonomi melanda, industri batubara mampu membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia dan juga merupakan eksportir barubara terbesar kedua di dunia setelah Australia. Namun, kurangnya pengawasan terhadap pelaku industri pertambangan menyebabkan terjadinya beberapa kasus diantara kerusakan lingkungan hasil pertambangan maupun tindakan yang dapat merugikan negara seperti perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, periode 2014-2018 sektor pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang sebesar 2,3% terhadap Produk  Domestik Bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan sektor pertambangan tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya yang minim. 
Penghindaran pajak sering kali terjadi pada beberapa perusahaan di Indonesia. Salah satu kasus atau fenomena yang pernah terjadi pada perusahaan yang terdaftar di BEI yakni perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak senilai 1,3 miliar yang disebabkan adanya ekspansi bisnis dengan cara mendirikan emiten baru dan kemudian mengalihkan asset, kewajiban serta operasi divisi noodle pabrik mie instan sesuai dengan akta tanggal 2 September 2009 kepada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan hal tersebut PT. Indofood Sukses Makmur melakukan penghindaran melalui pemekaran usaha. 
Contoh kasus lain pada sektor pertambangan yang pernah terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk (ADRO). Pada tanggal 4 Juli 2019, Global Witness merilis laporan berjudul Taxing Times for Adaro yang membuat kasus ini muncul di publik. Dalam laporan tersebut Adaro Energy diduga telah mengalihkan keuntungan ke offshore network. Praktik ini kemudian memunculkan dugaan bahwa perusahaan tersebut telah menghindari dan meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas pajak Indonesia. PT Adaro Energy Tbk dikabarkan telah melakukan penghindaran pajak, dengan mengalihkan keuntungan dari batu bara yang di tambang di Indonesia dengan menjual ke anak perusahaannya di Singapura Coaltrade Services Internasional, dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah. Hal ini untuk mengakibatkan pajak yang diterima sebesar US$ 125 juta lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya dibayarkan ke pemerintahan Indonesia. Adapun laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai total penerimaan komisi penjualan Coaltrade Service Internasional meningkat secara tahunan dari US$ 4 juta sebelum tahun 2009 menjadi US$ 55 juta dari tahun 2009 sampai 2017. Disamping itu, lebih dari 70% penjualan tersebut berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Keuntungan yang terdaftar di Singapura sebagian besar dipindahkan ke luar negeri, yang juga merupakan salah satu anak perusahaan Adaro di surga pajak Mauritius, dimana tempat tersebut tidak memungut pajak sama sekali sebelum tahun 2017. Dengan adanya fenomena tersebut, hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih terdapat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Aktivitas penghindaran pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan serta corporate social responsibility. 
Faktor pertama, yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah, perusahaan asuransi, dan investor luar negeri atau bank (Dewi & Jati, 2014). Menurut Moeljono (2020) kepemilikan institusional diduga menjadi salah satu faktor penghindaran pajak karena mampu mengintervensi kebijakan manajemen. Namun sebaliknya kepemilikan institusional juga bisa menjadi pengawas internal perusahaan dalam praktek penghindaran pajak dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Struktur kepemilikan akan mempengaruhi tindakan manajemen dalam menerapkan berbagai strategi untuk memuaskan para pemilik saham perusahaan, karena pihak manajemen akan melakukan berbagai cara agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, namun hal tersebut dihalangi oleh hadirnya pajak yang menjadi beban pengurang pendapatan perusahaan, praktik penghindaran pajak merupakan salah satu jalan yang dapat dipilih oleh pihak manajemen untuk mengatasi konflik permasalahan tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini sejalan dengan penelitian Noviyani & Muid (2019), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin & Anfas (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 
Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan besaran volume dari peningkatan laba pada penjualan yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan karena pertumbuhan penjualan sangatlah penting bagi perusahaan, perusahaan pastinya akan semaksimal mungkin dalam meningkatkan penjualannya dari periode sekarang ke periode selanjutnya. Besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dapat diprediksi dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah perubahan kenaikan atau penurunan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. Dengan adanya peningkatan penjualan maka laba yang dihasilkan akan semakin tinggi, laba yang semakin tinggi akan mempengaruhi beban pajak yang dibayar perusahaan, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dipungut. Sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak dengan meminimalisir beban pajaknya (Mahdiana & Amin, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah et al., (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewinta & Setiawan (2016), Purwanti & Sugiyarti (2017), (Hidayat, 2018) yang menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Astari et al., (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan dituntut untuk dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada stakeholder, salah satunya adalah bentuk tanggung jawab sosial atau juga sering disebut CSR. CSR merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup para pekerja serta masyarakat pada umumnya (Lanis & Richardson, 2012). Tidak semua perusahaan mampu menjalankan CSR yang sesuai dengan konsep dan filosofi ideologis yang sebenarnya. Tidak sedikit perusahaan yang malah terjebak dalam penyimpangan CSR, pelaksanaannya justru mengarah pada tindakan corporate social irresponsibility. Diantaranya adalah kamuflase, CSR yang dilakukan perusahaan tidak didasari oleh komitmen yang murni, tetapi hanya untuk menutupi praktek bisnis yang menyimpang dengan kata lain perusahaan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari bisnis tersebut sehingga nantinya dapat merugikan banyak masyarakat. Jadi CSR digunakan untuk menyogok masyarakat agar menerima keberadaan perusahaan tersebut. Alasan lainnya adalah penghindaran pajak. Perusahaan sengaja membuat program dan aktivitas CSR semu serta melakukan markup biaya CSR dalam jumlah yang besar dengan motif penghindaran pajak. Hubungan CSR dengan tax avoidance dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui pemerintah. Dengan demikian, jika perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak maka perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab sosial, sehingga keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh keputusan melakukan aktivitas CSR. 
Dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa CSR memberikan pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor kinerja CSR yang tinggi lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzakki & Darsono (2015). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lionita & Kusbandiyah (2017) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat ketidak konsistenan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti akan menguji kembali mengenai pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan corporate social responsibility, terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan studi kasus perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Pengambilan suatu objek penelitian didasari dengan fenomena tindakan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, serta perusahaan sektor pertambangan juga merupakan salah satu sektor penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Sehingga berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2018-2022)”.
1.2 [bookmark: _Toc101943052]Rumusan Masalah
[bookmark: _Toc101942034][bookmark: _Toc101943053]Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian yang dapat di ambil adalah sebagai berikut : 
1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap praktik Penghindaran Pajak ? 
2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap praktik Penghindaran Pajak ?
3. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap praktik Penghindaran Pajak ? 
1.3 [bookmark: _Toc101943054]Tujuan Penelitian 
[bookmark: _Toc101942036][bookmark: _Toc101943055]Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan instusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. 
1.4 [bookmark: _Toc101943056]Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk dapar memberikan manfaat tertentu, yaitu diantaranya sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan serta corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Serta dapat memberikan manfaat tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator dan  investor. 
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BAB II
[bookmark: _Toc101943059][bookmark: _Toc101942040][bookmark: _Toc100672889]KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc101943060]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc101943061]Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut Jensen & Meckling (1976) konsep teori keagenan atau agency theory adalah sebuah kontrak atau hubungan yang terdiri atas principal dan agent. Hubungan teori ini menyatakan bahwa dalam perusahaan terdapat kumpulan kontrak sumber daya (principal) dan manajer (agent) yang mengurus pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan ini menjelaskan adanya pemisahan tugas antara pengendalian dipihak manajemen dan kepemilikan yang dipegang investor. Principal tersebut adalah pihak pemegang saham yang ada di dalam perusahaan, sedangkan agent adalah pihak manajemen dalam perusahaan yang ditunjuk oleh pihak pemegang saham. Latar belakang adanya masalah agensi adalah dengan terjadinya konflik kepentingan dalam perusahaan antara principal dan agent. Dimana manajer sebagai agent bertanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun di sisi lain manajer juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan mereka sehingga sering kali terjadi kemungkinan manajer bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal. Masalah ini biasa disebut dengan agency problem atau masalah agensi.  
Terjadinya ketidakseimbangan luasnya informasi antara agent dan principal diduga menjadi dari masalah agensi. Pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Artinya pihak manajemen sebagai agent lebih memahami kondisi dan keadaan sebenarnya dalam perusahaan tersebut dibandingkan dengan principal. Manajer yang memiliki lebih banyak informasi ini terkadang memberikan kesempatan untuk bertindak oportunitis atau bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri, yaitu dengan memperoleh keuntungan pribadi untuk memaksimalkan utilitinya. Sedangkan pihak pemegang saham sebagai principal hanya memiliki lebih sedikit informasi yang membuatnya sulit untuk mengendalikan tindakan manajemen. Akibatnya, terkadang pihak manajemen melakukan tindakan-tindakan tertentu demi memuaskan kepentingannya sendiri yang luput diketahui pihak principal. Salah satunya adalah kekhawatiran pihak pemegang saham dalam tindakan penghindaran pajak yang dilakukan pihak manajemen. Hal inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara principal dan agent atau keadaan tersebut dikenal sebagai asymmetric information (N.Anthony & Govindarajan, 2011).  
Teori ini mengasumsukan bahwa semua individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menumbilkan konflik perbedaan antara principal dan agent. Karena mementingkan dirinya sendiri, pihak manajemen terkadang melakukan perekayasaan laba sehingga akan mendapatkan laba yang lebih tinggi atau rendah sesuai dengan keinginan demi mencapai tujuan jangka pendek, yang memungkinkan kerugian dalam jangka panjang bagi pemegang saham. 
Disamping itu, dengan memiliki informasi yang lebih luas pihak manajemen bisa mengetahui pertumbuhan penjualan perusahaan. Dari pertumbuhan penjualan inilah manajer dapat mengetahui profit atau laba yang akan diperoleh nantinya oleh perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat pastinya akan menghasilkan laba yang tinggi namun semakin tinggi laba yang didapatkan semakin besar pula beban pajak yang akan dibayarkan. Hal ini dapat mendorong pihak manajemen dalam melalukan tindakan penghindaran pajak karena beban pajak yang dibayarkan. 
2.1.2 [bookmark: _Toc101943062]Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Menurut Dowling & Pfeffer (1975) teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang terdapat pada kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial. Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Teori ini menyatakan bahwa sebuah organisasi harus berusaha meyakakinkan masyarakat sekitar bahwa mereka melakukan kegiatan operasioanl sesuai dengan batasan dan norma-norma sosial yang ada. Perusahaan dianggap telah mendapat legitimate (sah) atau legitimasi dari masyarakat sekitar apabila perusahaan tersebut dapat meyakinkan masyarakat mengenai kegiatan operasi perusahaan. 
Chariri & Ghozali (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Keberlangsungan hidup sebuah perusahaan juga bergantung terhadap hubungan antar perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, legitimasi bermanfaat untuk mendukung atas keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Sesuai dengan konsep going concern, sebuah perusahaan pasti menginginkan usahanya dapat berjalan dalam jangka panjang dan tidak terbatas. Oleh sebab itu, untuk memenuhi konsep going concern dalam teori legitimasi, perusahaan dianjurkan untuk meyakinkan bahwa aktivitas operasi perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sekitar, kelompok masyarakat maupun pemerintah.
Salah satu memperoleh pengakuan perusahaan yang baik dimata masyarakat adalah dengan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Demi meraih citra yang baik perusahaan berusaha menunjukkan aktivitas CSR dengan mengungkapkan aktivitas CSR dalam laporan tahunannya. Perusahaan berharap dengan semakin banyak aktivitas CSR yang dilakukan maka dapat memperoleh legitimasi atau pengakuan di lingkungan sosial masyarakat. Dalam hal ini, semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan maka akan semakin banyak aktivitas CSR atau usaha pertanggung jawaban sosial di lingkungan masyarakat akibat aktivitas operasionalnya. Tingginya tanggung jawab perusaahn juga dapat dicerimkan dalam kepatuhan perusahaan dalam urusan perpajakan dan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Keterkaitan antara CSR dan tax avoidance inilah yang melatarbelakangi teori legitimasi. 

2.2 [bookmark: _Toc101943063]Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Menurut Pohan (2016) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana metode-metode yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) atau celah-celah (loopholes) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang nantinya akan memperkecil jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. 
Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dan dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Meskipun penghindaran pajak bersifat legal atau diperbolehkan, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan & Sukartha, 2014).
Jacob (2014) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak secara hati hati dengan mengatur sedemikian rupa dalam mengambil keuntungan dari celah-celah ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Sedangkan Annisa & Kurniasih (2012) mendefinisikan penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang agresif dalam meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga tindakan ini mungkin memunculkan resiko bagi suatu perusahaan. Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak adalah rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai perpajakan (lawful). 
Setelah diuraikan beberapa definisi dari penghindaran pajak diatas, maka dapat kita ketahui bahwa penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisasikan beban pajaknya dengan tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari penghindaran pajak ini adalah membuat beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi lebih rendah karena bagi perusahaan pembayaran pajak dianggap sebagai suatu tambahan biaya atau pemberian kekayaan dari perusahaan kepada pihak pemerintah yang dapat mengurangi laba perusahaan.
2.3 [bookmark: _Toc101943064]Kepemilikan Institusional
Menurut Ngadiman & Puspitasari (2017) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak institusi. Institusi tersebut diantaranya berupa institusi pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, institusi keuangan serta institusi lainnya.  Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang atau otoritas dalam melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Kepemilikan institusional memiliki tanggung jawab dalam perusahaan yaitu dengan mamastikan pihak manajemen dalam membuat keputusan yang tepat demi memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham perusahaan. Maka dari itu keberadaan kepemilikan institusional berperan penting karena berfungsi memonitor atau mengawasi setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak manajemen agar kepatuhan dan kinerja manajemen terus meningkat. Semakin besar kepemilikan institusional keuangan maka akan semakin besar pula potensi mentaati peraturan perpajakan karena pengaruh dorongan yang diberikan. 
Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan keadaan dimana investor institusional atau lembaga eksternal turut memiliki saham dalam suatu perusahaan, dengan kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh investor, diharapkan nantinya dapat membantu dalam mewujudkan mekanisme pengawasan yang baik terhadap kebijakan manajemen perusahaan. Kurangnya pengawasan yang baik dari kepentingan institusional dapat menyebabkan konflik kepentingan antar manajemen, sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan yang nantinya memberikan peluang terjadinya penghindaran pajak. 
2.4 [bookmark: _Toc101943065]Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)
Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan dari investasi pada periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Setiap perusahaan memiliki tujuan salah satunya yaitu mendapatkan laba semaksimal mungkin, oleh karena itu cara yang paling mendasar adalah dengan meningkatkan hasil dari penjualan. Menurut Brigham & Houston (2001), perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman dalam memperoleh banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 
Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan penjualan yang terjadi dari tahun ke tahun. Menurut  Dewinta & Setiawan (2016) pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Penelitian Swastha (2012) mengemukakan bahwa pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator yang penting dari penerimaan pasar dari produk dan atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.
2.5 [bookmark: _Toc101943066]Corporate Social Responsibility (CSR)
Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Artinya, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya karena semua pelaksanaan sudah diatur dalam undang-undang. Tujuan dasar perusahaan tidak hanya berfokus pada profitabilitas saja melainkan ada satu dua hal yang juga harus dilakukan diantaranya memberikan perhatian kepada lingkungan dalam bentuk tanggung jawab sosial guna mewujudkan kesejahteraan sosial. 
Lanis & Richardson (2012) mengatakan bahwa CSR dianggap sebagai sarana yang digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat luas untuk mempengaruhi presepsi. Menurut Hoi et al., (2013) CSR merupakan keyakinan mengenai tindakan-tindakan perusahaan yang dianggap benar dengan mempertimbangkan berbagai masalah, tidak hanya masalah ekonomi saja melainkan juga masalah sosial, lingkungan dan dampak eksternalitas lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan salah satu faktor penting dari kunci keberhasilan dan kelangsungan hidup bagi suatu perusahaan, karena pada dasarnya dalam menjalankan perusahaan tidak hanya memperhatikan catatan keuangannya saja melainkan juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya yaitu menganai sosial dan lingkungannya. Jika perusahaan mengelola CSR nya dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk reputasi perusahaan yaitu, dalam hal rekrutmen, motivasi dan referensi karyawan serta sebagai saran untuk membangun dan mempertahankan kerja sama (Rahmawati et al., 2016).
Di Indonesia masih banyak perusahaan yang belum menjadikan CSR sebagai kewajibannya, namun hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: “(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggunng Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang”. Perusahaan diwajibkan melakukan CSR apabila perusahaan tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya berkaitan dengan sumber daya alam, hal ini dilakukan agar perusahaan tetap mendapatkan dukungan atas keberlangsungan hidup perusahaan dari para masyarakat dan stakeholder lainnya. 
Seperti yang diketahui bahwa aktivitas CSR tidak hanya berkaitan dengan masyarakat saja melainkan juga berkaitan dengan pemerintah sebagai stakeholder perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus melakukan tanggung jawab social kepada pemerintah seperti memperhatikan kepentingan pemerintah, salah satu tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah adalah dengan cara perusahaan taat membayar pajak dan menghindari tindakan tax avoidance yang dapat merugikan negara.
2.6 [bookmark: _Toc101943067]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc101942049][bookmark: _Toc101943068]Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi yang relevan dengan penelitian ini guna untuk mendukung serta memperkuat latar belakang. Sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penghindaran pajak disajikan dalam tabel sebagai berikut: 


[bookmark: _Toc101942050][bookmark: _Toc101943069]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	Peneliti
(Tahun)
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Muzakki & Darsono (2015)
	“Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak”
	Dependent: 
Penghindaran Pajak 
Independent:
Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity.
	Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

	Rahmawati et al., (2016)
	“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”
	Dependent: 
Tax Avoidance
Independent:
Corporate Social Responsibility, Manajerial Ownership, Institusional
Ownership, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit.
	Corporate Social Responsibility dan Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance.  Manajerial Ownership dan Institusional
Ownership memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance. Komite Audit dan Kualitas Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

	Ariawan & Setiawan (2017)
	“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance”
	Dependent: 
Tax Avoidance
Independent: 
Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage.
	Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Kepemilikan Institusional dan Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. 

	Lionita & Kusbandiyah (2017)
	“Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI”
	Dependent:
Penghindaran Pajak
Independent:
Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen. 
	Corporate Social Responsibility dan Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Profitabilitas dan Komisaris Independen berpengaruh  signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 


Disambung kehalaman berikutnya


Tabel 2.1 Sambungan 
	Peneliti
(Tahun)
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Purwanti & Sugiyarti (2017)
	“Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance”
	Dependent: 
Tax Avoidance 
Independent:
Intensitas Asset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik.
	Intensitas Asset Tetap berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance.Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Koneksi Politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

	Hidayat (2018)
	“Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”
	Dependent: 
Penghindaran Pajak 
Independent:
Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan. 
	Profitabilitas dan  Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 

	Astari et al., (2019)
	“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance”
	Dependent: 
Tax Avoidance 
Independent:
Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan
	Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan  tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. 

	Noviyani & Muid (2019)
	“Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Asset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”
	Dependent: 
Penghindaran Pajak 
Independent:
Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Asset Tetap, Kepemilikan Institusional.
	Leverage dan Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.  Return On Assets dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 


Disambung kehalaman berikutnya



Tabel 2.1 Sambungan 
	Peneliti
(Tahun)
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Zainuddinn & Anfas (2021) 
	“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak”
	Dependent: 
Tax Avoidance
Independent: 
Leverage, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity
	Capital Intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  


Sumber: Berbagai sumber referensi
2.7 [bookmark: _Toc101943070]Kerangka Konseptual 
[bookmark: _Toc101942052][bookmark: _Toc101943071]Pajak secara umum merupakan suatu pungutan langsung yang didasarkan pada UU pemerintah, sebagian hasil dari penerimaan pajak dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Pajak juga merupakan salah satu bagian dari penerimaan negara yang dijadikan sebagai penompang dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, pihak pemerintah terus berupaya agar pendapatan penerimaan pajak dapat terus meningkat mencapai target yang telah ditentukan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. 
[bookmark: _Toc101942053][bookmark: _Toc101943072]Dari sisi fiskus, pajak merupakan pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan dari sisi perusahaan pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan karena dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Kedua sisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kepentingan dan menyebabkan asimetri informasi antara fiskus dan perusahaan dimana fiskus sebagai principal yang menginginkan penerimaan pajaknya besar serta kontinyu, sedangkan perusahaan sebagai agent menginginkan pembayaran pajaknya seminim mungkin.  Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada perusahaan dalam melakukan upaya penghindaran pajak. 
Dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka dapat mengawasi dan memastikan pihak manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Kepemilikan institusional juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan dalam pembayaran pajak dan meminimalkan manajer bertindak agresif terhadap pajak, sehingga tindakan manajer dalam hal penghindaran pajak juga dapat diminimalisir. 
Di samping itu, manajer memiliki informasi mengenai pertumbuhan penjualan perusahaan yang dapat memberikan gambaran pada pihak manajemen mengenai besarnya penjualan yang didapatkan perusahaan. Pertumbuhan pada penjualan menyebabkan meningkatnya laba yang didapat perusaha. Dalam menyikapi hal ini, terdapat kemungkinan manajer dalam melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajaknya. 
Penelitian ini juga menggunakan teori legitimasi yang menggambarkan hubungan CSR dengan penghindaran pajak. Teori legitimasi menjelaskan bahwa dalam keberlangsungan hidup perusahaan membutuhkan legitimasi atau pengakuan dari lingkungan dan masyarakat. CSR memiliki peran yang sama dengan pajak, yaitu sama-sama berkontribusi dan merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah dengan cara memenuhi pembayaran pajaknya sesuai dengan kewajiban melalui pemerintah. Berbagai aktivitas CSR dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas CSR termasuk dalama beban yang menjadi pengurang penghasilan sebelum pajak (deductible expense). Biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas CSR akan mengurangi laba perusahaan yang mana akan menyebabkan kecilnya besaran pajak yang dibayarkan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tindakan penghindaran pajak. 
[bookmark: _Toc101942055][bookmark: _Toc101943074]Berdasarkan penjelasan diatas, dibuatlah gambaran mengenai penelitian ini dalam kerangka konsep sebagai berikut: 
Teori Agensi
Teori Legitimasi

Corporate Social Responsibility

Kepemilikan Institusional
Pertumbuhan Penjualan
Penghindaran Pajak




Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini, 2022
2.8 Pengembangan Hipotesis
2.8.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 
Berdasarkan teori keagenan Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara pihak principal dan agent dapat menimbulkan masalah agensi maupun asimetri informasi, karena itu untuk meminimalisir permasalahan ini dan untuk mengantisipasinya diperlukan adanya mekanisme pengawasan pihak luar, salah satunya melalui kepemilikan institusional.  
Kepemilikan saham oleh pihak institusi dapat menekan motivasi pihak manajer dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan begitu manajer merasa sedang diawasi kinerjanya oleh kepemilikan institusional dan tidak cenderung melakukan hal oportunistik. Keberadaan institusi ini menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen menjadi tinggi karena pihak institusi mengawasi secara profesional atas perkembangan investasinya sehingga mengurangi tindakan agresif yang dilakukan perusahaan dan potensi terjadinya tindakan penghindaran pajak dapat ditekankan (Cahyono et al., 2016). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Noviyani & Muid (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen sehingga meminimalisir masalah keagenan dan peluang terjadinya tindakan penghindaran pajak menjadi rendah. Selain itu kepemilikan institusional juga memainkan peran penting dalam memonitor atau mengawasi setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak manajemen serta mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Dengan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 
H1 :	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 
2.8.2 [bookmark: _Toc101943077]Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak 
Pertumbuhan penjualan menunjukkan besarnya jumlah laba yang dihasilkan dari peningkatan penjualan. Pegukuran penjualan ini dapat menggambarkan seberapa besar profit yang akan diperoleh perusahaan dari besarnya pertumbuhan penjualan.  Teori keagenan dapat dikaitkan dengan pertumbuhan penjualan karena teori ini memiliki tujuan untuk dapat menyamakan kepentingan bersama dan mengurangi timbulnya permasalahan keagenan. Berdasarkan teori agensi, luasnya informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen menjadikan manajer lebih mengetahui arah dan laju pertumbuhan penjualan perusahaan. Melalui pertumbuhan penjualan manajer dapat memperkirakan besar kecilnya profit yang akan dihasilkan perusahaan pada masa mendatang. 
Apabila perusahaan mengalami peningkatan dalam pertumbuhan penjualan maka keuntungan yang didapatkan perusahaan juga akan meningkat dan tentu besarnya pajak yang harus dibayarkan juga mengalami peningkatan sejalan dengan keuntungan tersebut. Oleh karena itu, dapat memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak agar mengurangi beban pajaknya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan karena dengan tingkat penjualan yang relatif besar maka memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula. 
Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin besar pula pendapatan atau laba yang didapatkan, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah : 
H2 :	Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.8.3 [bookmark: _Toc101943078]Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak
Corporate social responsibility (CSR) merupakan suatu tindakan atau aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan secara sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berdampak positif bagi lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Salah satu bentuk aktivitas CSR perusahaan secara tidak langsung kepada masyarakat adalah dengan membayar pajak kepada pemerintah, karena pada dasarnya pajak merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga apabila perusahaan tersebut meminmalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan atau biasa disebut sebagai tindakan penghindaran pajak, maka perusahaan dapat dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial.
Didukung oleh teori legitimasi, dimana teori tersebut mengatakan bahwa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang panjang perusahaan sangat membutuhkan legitimasi positif dari para stakeholder. Salah satu upaya perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah serta pandangan positif dari masyarakat adalah dengan melakukan tindakan CSR atau aktivitas tanggung jawab sosial, yang umumnya memenuhi tiga aspek yaitu keuntungan ekonomi, kemanusiaan serta lingkungan. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemerintah adalah dengan membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan dan tentunya tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Apabila perusahaan terbukti melakukan tindakan penghindaran pajak maka akan terjadi hilangnya legitimasi positif dari para stakeholder maupun masyarakat.
Berdasarkan teori tersebut, untuk mendapatkan legitimasi positif dari para stakeholder perusahaan dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga semakin tinggi tanggung jawab sosial suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran perusahaan dalam tidak melakukan tindakan penghindaran pajak, karena tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan yang dianggap sebagai tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial. 
Penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al., (2019) menyatakan bahwa semakin besar kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin meningkat pula tindakan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses). Maka dari itu banyak perusahaan yang melakukan CSR guna untuk mengurangi penghasilan bruto karena kegiatan tersebut dibebankan sebagai biaya. Didukung oleh penelitian Sari (2012) dengan pemanfaatan implementasi CSR sebagai konsep dalam perencanaan meminimalisir pajak terutang pada BUMN, mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan pengurangan pajak terutang untuk koperasi memiliki peluang apabila secara rutin mengimplementasikan kegiatan CSR dari waktu ke waktu. Hal tersebut seakan membenarkan bahwa kegiatan CSR merupakan salah satu komponen biaya yang dapat dibebankan dalam perhitungan kewajiban perpajakan dan juga menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan yang menargetkan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut : 
H3 :	Corporate social responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.


2.9 [bookmark: _Toc101943079]Model Penelitian 
[bookmark: _Toc101943080][bookmark: _Toc101942061]Berikut gambar kerangka konseptual daalam penelitian ini: rumusan masalah, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 
H1 (-)
Penghindaran Pajak (Y)
Corporate Social Responsibility (X3)
Pertumbuhan Penjualan (X2)
Kepemilikan Institusional  (X1)

H2 (+)

H3 (+)


Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini, 2022


[bookmark: _Toc101943081]
BAB III
[bookmark: _Toc101943082][bookmark: _Toc101942063][bookmark: _Toc100672905]METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc101943083]Definisi Operasional Variabel 
[bookmark: _Toc101942065][bookmark: _Toc101943084]Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel dependen (terikat) yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan tiga variabel independen (bebas) yaitu kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan corporate social responsibility. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka berikut adalah masing-masing definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini: 
3.1.1 [bookmark: _Toc101943085]Kepemilikan Institusional (X1)
[bookmark: _Toc101942067][bookmark: _Toc101943086]Dalam penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur dengan membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan jumlah saham yang beredar. Saham beredar mengacu pada saham perusahaan yang statusnya telah diterbitkan dan dimiliki oleh pihak tertentu, baik individu maupun lembaga pemerintah. Jumlah saham beredar merupakan jumlah total keseluruhan saham perusahaan yang telah menjadi milik suatu pihak. Kepemilikan institusional akan dinyatakan dalam persentase. Variabel kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 
.................................3.1
[bookmark: _Toc101943088]

3.1.2 [bookmark: _Toc101942070][bookmark: _Toc101943089]Pertumbuhan Penjualan (X2)
Pertumbuhan penjualan merupakan perkembangan tingkat penjualan perusahaan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Oleh karenanya perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun setiap tahunnya. Dalam penelitian ini pertumbuhan penjualan diukur dengan membandingkan penjualan pada tahun periode berjalan setelah dikurangi dengan penjualan pada periode sebelumnya terhadap penjualan pada periode sebelumnya. Pengukuran pertumbuhan penjualan akan dinyatakan dalam satuan persentase. Variabel pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut : 
...............................................................3.2
[bookmark: _Toc101943091]Dimana : 
Pt merupakan Total penjualan periode sekarang 
Pt-1 merupakan Total penjualan periode yang lalu
3.1.3 Corporate Social Responsibility (X3)
CSR merupakan sejumalah aktivitas serta berbagai program yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam penelitian ini variabel CSR diproksikan melalui rasio pengungkapan CSR atau CSR Disclosure Index. Pengungkapan CSR dinilai berdasarkan pada standar yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) dalam hal ini yaitu indeks GRI G4, yang mana terdapat 91 item indicator yang diungkapkan dalam GRI Standart. Apabila terdapat item indicator GRI G4 yang telah diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan (sustainability reporting) maka akan diberi nilai 1, jika informasi tidak diungkapkan pada indicator tersebut maka diberi nilai 0. Perhitungan nilai pengungkapan variabel CSR dapat diukur dengan rumus sebagai berikut : 
 x 100%........................................................................................................3.3
Dimana :
CSRDi	 merupakan Indeks pengungkapan CSR pada perusahaan i
∑Xyi merupakan Nilai 1 jika item yi diungkapkan; 0 jika item yi tidak diungkapkan
n merupakan Jumlah seluruh item indicator pengungkapan CSR (n=91)
3.1.4 [bookmark: _Toc101943092]Penghindaran Pajak (Y) 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR) sebagai pengukuran tax avoidance. ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada suatu perusahaan. Tarif pajak yang ditetapkan untuk wajib pajak di Indonesia sudah sering kali mengalami perubahan. Undang-undang yang mengatur mengenai perubahan tarif pajak badan antara lain UU No. 07 Tahun 2021 tentang hak cipta kerja: UU ini mengatur berbagai aspek terkait perpajakanm termasuk perubahan pada tariff pajak badan. Dalam perancangan UU ini terdapat penyesuaian tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2021-2022. ETR digunakan untuk mengukur atas beban pajak perusahaan yang berdampak pada perubahan kebijakan perpajakan. ETR mengacu pada semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan.. Semakin tinggi nilai ETR dengan melebihi 22% (tariff pajak) maka tindakan penghindaran pajak semakin rendah dan begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai ETR (<22%) maka diduga semakin tinggi penghindaran pajak.
Pengukuran penghindaran pajak menggunakan ETR dihitung dengan pembagian antara kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. 
[bookmark: _Toc101943093]..............................................................................................3.4
Dimana : 
ETR merupakan Effective Tax Rate
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
3.2.1 [bookmark: _Toc101943094]Populasi
[bookmark: _Toc101943095]Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor pertambangan (go public) yang terdaftar pada BEI dengan mencantumkan laporan keuangan tahunan dan mengungkapkan kinerja sosialnya pada tahun 2018-2022. 
3.2.2 [bookmark: _Toc101943096]Sampel 
[bookmark: _Toc101943097]Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana pengambilan sampel menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk memperoleh informasi. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten pada tahun 2018-2022.
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau menampilkan laba positif selama tahun 2018-2022. 
Tabel 3.1 Seleksi Pemilihan Sampel 
	No
	Kriteria Pemilihan Sample 
	Jumlah

	1
	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI serta mempublikasikan laporan keuangan tahunannya periode 2018-2022.
	44

	2
	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode pengamatan.
	(31)

	
	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian
	13

	
	Total sampel penelitian 
	65


Sumber : Data Diolah, 2023
Berdasarkan tabel 3.1 diatas diketahui jumlah populasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 adalah sebanyak 44 perusahaan. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diperoleh 65 sampel yang yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
3.3 [bookmark: _Toc101943098]Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 [bookmark: _Toc101943099]Jenis Data
[bookmark: _Toc101943100]Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data-data penelitian dianalisis dengan menggunakan statistic dan penelitian yang berbentuk angka. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data eksternal perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3.3.2 [bookmark: _Toc101943101]Sumber Data 
[bookmark: _Toc101943102]Sumber data diperoleh dari angka-angka laporan keuangan tahunan atau  annual report  perusahaan pertambangan yang diterbitkan atau dipublikasikan secara resmi melalui website Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 dan mengakses web-web resmi perusahaan.
3.4 [bookmark: _Toc101943103]Metode Pengumpulan Data
[bookmark: _Toc101943104]Metode pengumpulan sampel data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat, mencari, mengutip secara langsung data yang diperlukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder yang berasal dari website BEI atau dalam bentuk laporan keuangan tahunan yang diterbitkan secara resmi oleh perusahaan. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan, yaitu teknik dengan pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak melihat secara langsung dalam aktivitasnya, tetapi hanya sebagai pengamat.
3.5 [bookmark: _Toc101943105]Alat Analisis 
[bookmark: _Toc101943106]Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang diolah menggunakan software program Statistic Product and Service Solution (SPSS) versi 23. Sebelum variabel-variabel diolah menggunakan SPSS, dilakukan terlebih dahulu perhitungan data dengan menggunakan perhitungan matematis. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:
3.5.1 [bookmark: _Toc101943107]Analisis Statistik Deskriptif
[bookmark: _Toc101943108]Ghozali (2018) menyatakan bahwa statistik deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif sangat penting bagi sampel data dikarenakan mampu menyajikan beberapa ukuran numerik dan menjelaskan mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. 
3.5.2 [bookmark: _Toc101943109]Uji Asumsi Klasik
[bookmark: _Toc101943110]Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji serta mengetahui layak atau tidak mengenai model regresi yang nantinya akan digunakan, memastikan data yang dihasilkan berdistribusi normal, terhindar dari autokorelasi dan tidak terjadi heteroskdastisitas (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak atau tidak  maka terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik dengan serangkaian pengujian yang terdiri atas: 
3.5.2.1 [bookmark: _Toc101943111]Uji Normalitas
Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi memliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan pengujian statistik Kolmogorov-Smirnov. Dalam pengujian statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S), data dikatakan memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data variabel tidak berdistribusi normal. 
3.5.2.2 [bookmark: _Toc101943112]Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas merupakan prasyarat sebelum melakukan analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel bebas (independen) pada model regresi (Ghozali, 2018).  Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai dari VIF (Varian Influence Factor) dan toleransi variabel (tolerance of variable) yang saling berlawanan. Nilai toleransi variabel digunakan untuk mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan dengan variabel independen lain. Maka dari itu, nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai toleransi yang rendah ( karena VIF = 1/toleransi). 
3.5.2.3 [bookmark: _Toc101943113]Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisiras dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian dari residual berbeda maka disebut heteroskedastisitas dan jika varian dari residual tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi dapat dikatakan baik apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser, dengan kriteria apabila tingkat sig > 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas  (Ghozali, 2018).
3.5.2.4 [bookmark: _Toc101943114]Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi dikatakan baik apabila bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson (DW test). Ada atau tidaknya autokorelasi dalam pengambilan keputusan menggunakan kriteria DW dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Nilai D-W dibawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif.
2. Nilai D-W diantara -2 sampai +2 artinya bebas autokorelasi.
3. Nilai D-W diatas +2 artinya terdapat autokorelasi negative. 
3.5.3 [bookmark: _Toc101943115]Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji signifikan F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai Sig. F < 0,05 (kurang dari 0,05)  maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen begitupun sebaliknya (Ghozali, 2018).
3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R²))
Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen.  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen ketika hasil uji Sig.F dalam model analisis regresi menunjukkan nilai signifikan. Nilai determinasi terletak antara nol sampai dengan satu. Nilai koefisien determinasi (R) yang mendekati 0 (nol)  menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai koefisien determinasi (R) mendekati 1 (satu) maka menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai kemampuan untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).
3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda
[bookmark: _Toc101943116]Penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel independen (bebas), maka pengujian hipotesis menggunakan model regresi linear berganda dengan program aplikasi SPSS. Regresi ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh hubungan lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Untuk menguji hipotesis, maka persmaaan regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc101943117]Y = α + β1.INST + β2.SG + β3.CSR + e
[bookmark: _Toc101943118]Dimana : 
[bookmark: _Toc101943119]Y merupakan Penghindaran Pajak
[bookmark: _Toc101943120]Α merupakan Konstanta
[bookmark: _Toc101943121]β1-3 merupakan Koefisien regresi variabel independen 
[bookmark: _Toc101943122]INST merupakan Kepemilikan Institusional
[bookmark: _Toc101943123]SG merupakan Sales Growth
[bookmark: _Toc101943124]CSR merupakan Corporate Social Responsibility
[bookmark: _Toc101943125]e merupakan Standar error
3.5.6 [bookmark: _Toc101943128]Uji Hipotesis (Uji t)
[bookmark: _Toc101943129]Uji statistik t bertujuan untuk mengukur secara individu seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah apabila t hitung > t tabel atau tarif signifikansi ≤ 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan kata lain hipotesis diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau tarif signifikansi ≥ 0,05 maka secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang artinya hipotesis ditolak (Ghozali, 2018). 



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022 dengan menggunakan data sekunder, berasal dari laporan tahunan (annual report)  yang dipublikasikan oleh perusahaan dan memiliki kelengkapan data terkait variabel-variabel yang berhubungan dalam penelitian ini. 
Tabel 4.1 Daftar Objek Penelitian
	No
	Kode Perusahaan
	Nama Perusahaan

	1
	ADRO
	Adaro Energy, Tbk

	2
	BSSR
	Baramulti Suksessarana, Tbk

	3
	BYAN
	Bayan Resources, Tbk

	4
	DSSA
	Dian Swastatika Sentosa, Tbk

	5
	GEMS
	Golden Energy Minus, Tbk

	6
	ITMG
	Indo Tambangraya Megah, Tbk

	7
	TOBA
	Toba Bara Sejahtera, Tbk

	8
	ELSA
	Elnusa, Tbk

	9
	MBAP
	Mitrabara Adiperdana, Tbk

	10
	PTRO
	Petrosea, Tbk

	11
	HRUM
	Harum Energy, Tbk

	12
	INCO
	Vale Indonesia, Tbk

	13
	PTBA
	Bukit Asam, Tbk


Sumber: Data Diolah, 2023 
Dari jumlah populasi sebanyak 44 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, terdapat 13 perusaahan yang memenuhi kriteria dengan kelengkapan data, didapatkan sampel akhir sebanyak 65 data. 
4.2 Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan suatu gambaran mengenai variabel-variabel data sampel penelitian yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum) dan standar deviasai (standard deviation). Berikut hasil uji analisis deskriptif pada masing-masing variabel yang digunakan: 
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Kepemilikan Institusional
	65
	0.30
	0.97
	0.7139
	0.19681

	Pertumbuhan Penjualan
	65
	-0.87
	8.42
	0.3895
	1.11793

	Corporate Social Responsibility
	65
	0.05
	0.73
	0.2935
	0.16975

	ETR
	65
	0.02
	9.69
	0.3991
	1.17269

	Valid N (listwise)
	65
	
	
	
	


Sumber: Data diolah penulis (Hasil Output IBM SPSS Versi 23)
Berdasarkan pada tabel , hasil uji analisis deskriptif terhadap variabel Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak yang diolah menggunakan SPSS Versi 23 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 65 data yang akan dilakukan pengujian untuk tiap variabel. Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan data yang telah diolah sebagai berikut: 
1. Kepemilikan Institusional sebagai variabel independen (X1) mempunyai nilai terendah atau minimum sebesar 0,30 dan nilai maksimum sebesar 0,97. Angka Dengan nilai rata-rata pada kepemilikan institusional sebesar 0,7139 dengan nilai standar deviasai sebesar 0,19681.
2. Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel independen (X2) memiliki nilai minimum sebesar -0,87 dan nilai maksimum sebesar 8,42. Dengan nilai rata-rata pertumbuhan penjualan sebesar 0,3895 dan nilai standar deviasi sebesar 1.11793
3. Corporate Social Responsibility sebagai variabel independen (X3) memiliki nilai minimum sebesar -0,05 dan nilai maksimum sebesar 0,73. Dengan nilai rata-rata corporate social responsibility sebesar 0,2935 dan nilai standar deviasi sebesar 0.16975. 
4. Penghindaran Pajak sebagai variabel terikat (Y) dengan proksi ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,02 dan nilai maksimum sebesar 9,69. Dengan nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,3991 dan nilai standar deviasi sebesar 1,17269.
4.3 Uji Asumsi Klasik 
4.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menganalisis dalam suatu regresi apakah data yang di gunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dianggap baik apabila distribusi data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametic One Sample Kolmogorov Smirnov Test (K-SP). Model regresi dikatakan normal apabila nilai signifikansi > 0,05. 





Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sebelum Tranformasi
	
	Unstandardized Residual

	N
	65

	Normal Parametersa,b
	Mean
	0.0000000

	
	Std. Deviation
	1.16702304

	Most Extreme Differences
	Absolute
	0.456

	
	Positive
	0.456

	
	Negative
	-0.328

	Test Statistic
	0.456

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	0.000c












Sumber: Data diolah penulis (Hasil Output IBM SPSS Versi 23)
Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas dengan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikan (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya data penelitian ini berdistribusi tidak normal. Sedangkan data penelitian yang baik adalah data yang berdistribusi normal dengan nilai signifikan lebih dari 0,05. Untuk memenuhi asumsi normalitas maka diperlukan transformasi data. Dilakukannya transformasi data adalah untuk mengubah pengukuran data ke dalam bentuk lain supaya memenuhi asumsi analisis. Untuk mengetahui distribusi awal data dapat dilihat dari grafik histogram data. 





Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas 
[image: ]
Sumber: Data diolah penulis (Hasil Output IBM SPSS Versi 23)
Grafik tersebut menggambarkan bahwa kurve lebih condong ke kiri atau disebut Moderate Positive Skewness. Berikut jenis-jens transformasi data yang bisa dilakukan:
Tabel 4.4 Bentuk Transformasi 
	Bentuk Grafik Histogram
	Bentuk Transformasi 

	Moderate Positive Skewness
	SQRT (x) atau akar kuadrat 

	Substansial Positive Skewness 
	LG10 (x) atau LN

	Severe Positive Skewness dengan bentuk L
	1/x atau inverse

	Moderate Negative Skewness
	SQRT (k – x )

	Substantial Negative Skewness
	LG10 (k – x)

	Severe Negative Skewness dengan bentuk J
	1/(k – x)


Sumber: Ghozali (2018:34)
Setelah melihat grafik diatas maka dilakukan transformasi data bentuk grafik Moderate Positive Skewness maka menggunakan formula SQRT (X) atau dengan mengakar kuadratkan data sehingga data akan berdistribusi secara nodmal dan memenuhi syarat uji normalitas. Berikut hasil dari transformasi data yang dilakukan menggunakan SPSS 23: 
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas setelah di Transformasi 
	
	
	Unstandardized
Residual 

	N
	
	65

	Normal Parametersa,b
	Mean
	0.0000000

	
	Std. Deviation
	0.08018071

	Most Extreme Differences
	Absolute
	0.124

	
	Positive
	0.095

	
	Negative
	-0.124

	Test Statistic
	
	0.124

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	
	0.075c


Sumber: Data diolah (Hasil Output IBM SPSS Versi 23)
Setelah dilakukan transformasi data menggunakan SQRT maka diperoleh nilai Asmp. Sig sebesar 0,07 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data sudah berdistribusi dengan normal dan dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. 
4.3.2 Uji Multikolonieritas 
Dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dalam sebuah model regresi linear berganda antara variabel independen. Dalam model regresi gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF. Dinyatakan tidak terjadi gejala apabila nilai VIF menunjukkan nilai < 10 dan nilai tolerance > 0,10.  Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini



Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 
	Model
	Collinearity Statistic

	
	Tolerance
	VIF

	(Constants) 
	
	

	Kepemilikan Institusional
	0.940
	1.064

	Pertumbuhan Penjualan 
	0.989
	1.011

	Corporate Social Responsibility 
	0.948
	1.054


Sumber: Data diolah penulis (Hasil Output IBM SPSS Versi 23) 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih > 0,10 dan nilai perhitungan VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. 
4.3.3 Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam moder regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji glejser yang apabila tingkat signifikansi bernilai diatas 0,05 maka dapat dikatakan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas 
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	1.079
	.662
	
	1.631
	.108

	
	Kepemilikan Institusional
	-.956
	.746
	-.167
	-1.281
	.205

	
	Pertumbuhan Penjualan
	-.051
	.128
	-.050
	-.395
	.695

	
	Corporate Social Responsibility
	-.268
	.861
	-.040
	-.311
	.757


Sumber: Data diolah penulis (Hasil Output IBM SPSS Versi 23)
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 yang artinya semua variabel bebas dari gelaja heterokedastisitas. Sehingga model regresi pada penelitian ini dapat digunakan untuk analisa selanjutnya. 
4.3.4 Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear terdapat korelasi atau tidak dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi 
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	0.476a
	0.227
	0.189
	1.05612
	1.291


Sumber: Data diolah (Hasil Output IBM SPSS 23) 
Berdasarkan hasil tinjauan pada tabel diatas diperoleh nilai D-W sebesar 1,291 yang berarti berada diantara -2 sampai +2, jika nilai D-W mendekati 2, hal tersebut menunjukkan tidak ada autokorelasi. Maka dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi. 
4.4 Uji Kelayakan Model (Uji F) 
Uji ini digunakan untuk menguji kelayakan model yang dilakukan untuk mengetahui ketetapan model penelitian yang digunakan telah layak atau tidak. Model regresi dinyatakan layak apabila nilai signifikansi uji F <0,05 dan sebaliknya jika nilai signifikansi F<0,05 maka model dinyatakan tidak layak untuk dianalisis lebih lanjut. 



Tabel 4.9 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	19.973
	3
	6.658
	5.969
	0.001b

	
	Residual
	68.039
	61
	1.115
	
	

	
	Total
	88.013
	64
	
	
	


Sumber: Data diolah (Hasil Output IBM SPSS Versi 23) 
Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,001 yang mana lebih kecil dari signifikansi 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan. 
4.5 Uji Koefisien Determinasi (R²)
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan varian variabel terikat. Pengujian ini dilakukan agar dapat menunjukkan besarnya persentase yang diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase ditentukan berdasarkan dari nilai R Squere. 
Tabel 4.10 Hasil Uji Determinasi 
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	0.476a
	0.227
	0.189
	1.05612
	1.291


Sumber: Data diolah (Hasil Output IBM SPSS 23) 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai R squere sebesar 0,227% atau 22,7%. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa variabel kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan corporate social responsibility memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR) sebesar 22,7% sementara sisanya sebesar 77,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda merupakan suatu model untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat dalam hubungan linear. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan memnentukan apakah hipotesis yang dikemukakan akan diterima atau ditolak.
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	
	(Constant)
	1.211
	0.612
	
	1.980
	0.052

	
	Kepemilikan Institusional
	-0.790
	0.691
	-0.133
	-1.142
	0.258

	
	Pertumbuhan Penjualan
	-0.447
	0.107
	-0.471
	-4.163
	0.000

	
	Corporate Social Responsibility
	-0.253
	0.798
	-0.037
	-0.317
	0.752


Sumber: Data diolah (Hasil Output IBM SPSS 23)
Berdasarkan tabel diatas maka diperoeh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 
ETR = 1,211 – 0,790KI – 0,477SG – 0,253CSR 
Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta sebesar 1,211, yang artinya jika seluruh variabel independen KI, SG, CSR bernilai 0 atau ditiadakan maka nilai ETR sebesar 1,211.
2. Nilai koefisien variabel kepemilikan institusional (X1) sebesar -0,790 bernilai negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepemilikan institusional sebesar 1% maka akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,790 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap (tidak berubah).
3. Nilai koefisien pertumbuhan penjualan (X2) sebesar -0,447 bernilai negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan penjualan sebesar 1% maka akan meurunkan nilai ETR sebesar 0,447 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
4. Nilai koefisien corporate social responsibility (X3) sebesar -0,253 bernilai negative, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan CSR sebesar 1% maka akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,253 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. 
4.7 Uji Hipotesis (Uji t)  
Uji ini digunakan untuk mendeteksi apakah variabel bebas memiliki pengaruh secara parsial pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. 






Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	1.211
	0.612
	
	1.980
	0.052

	
	Kepemilikan Institusional
	-0.790
	0.691
	-0.133
	-1.142
	0.258

	
	Pertumbuhan Penjualan
	-0.447
	0.107
	-0.471
	-4.163
	0.000

	
	Corporate Social Responsibility
	-0.253
	0.798
	-0.037
	-0.317
	0.752


Sumber: Data diolah (Hasil Output IBM SPSS 23) 
Berikut penjelasan terkait pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan tabel diatas:
1. Berdasarkan hasil uji t untuk Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai t hitung sebesar -1,142 dan nilai signifikan sebesar 0,258. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative dan tidak signifikan tergadap ETR. 
2. Berdasarkan hasil uji t variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki nilai t hitung sebesar -4,163 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR. 
3. Berdasarkan hasil uji t variabel Corporate Social Responsibility memiliki nilai t hitung sebesar -0,317 dan nilai signifikan sebesar 0,752. Hasil tersebut menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ETR.

4.8 Pembahasan 
4.8.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 
Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tabel 4.12 pengukuran variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan sebesar 0,259 > 0,05 yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ETR. Hasil uji t pada variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien sebesar -0,790 yang berarti bahwa variabel ini memberikan pengaruh negative terhadap ETR. Oleh karena itu hipotesis pertama ditolak. 
Artinya, besar kecilnya keberadaan struktur institusional tidak berdampak pada tindakan penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh dalam upaya untuk menghindari pajak disebabkan oleh perbedaan motivasi dan kemampuan pemegang saham institusional sehingga pihak manajemen lebih mementingkan keputusan manajemen namun tidak mempertimbangkan pajaknya. 
Hasil penelitian ini juga tidak searah dengan teori keagenan, karena berdasarkan teori agensi pada suatu perusahaan terdapat pemisah antara pemilik dengan pengelola. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan kebijakan perusahaan peranan pendiri lebih dominan. Kepemilikan institusional yang berperan sebagai monitor perusahaan belum tentu mampu dalam memberikan control terhadap tindakan manajemen atas tindakan oportunistiknya terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan dari pemilik institusional yang masih kekurangan sumber daya. Pemilik institusi tidak menjalankan wewenangnya dengan benar dalam memantau dan mengontrol keputusan yang diambil oleh manajer sehingga penghindaran pajak terlus berlanjut. 
Selain alasan diatas, hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Yaitu, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham institusi diluar dari kepemilikan saham dewan komisaris pada perusahaan, dimana pemilik institusional memiliki wewenang dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun bisa saja pemilik institusional memberikan kepercayaan penuh dalam mengelola perusahaan kepada dewan komisaris dikarenakan hal tersebut merupakan tugas mereka sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap memungkinkan terjadinya tindakan penghindaran pajak. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Zainuddin & Anfas (2021), dimana kepemilikan institusional tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional beranggapan apabila kegiatan dan tindakan yang sekiranya menguntungkan bagi manajemen dan juga pemilik perusahaan, maka mereka akan memberikan dukungan terhadap tindakan tersebut, sehingga besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. 
4.8.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan  terhadap Penghindaran Pajak 
Hipotesis kedua menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan. Hasil uji t pada variabel pertumbuhan penjualan memiliki koefisien regresi -0,477 dengan nilai signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,005 dan nilai t yang bernilai negative yaitu -4,163. Variabel ini memiliki arah negative signifikan terhadap ETR, yang menyebabkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin rendah nilai ETR dan semakin rendah pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi nilai ETR. Dikarenakan ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka akan meningkatkan penghindaran pajak, sehingga pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima.
Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling bahwa laju pertumbuhan dari perusahaan disebabkan oleh luasnya informasi yang dimiliki oleh manajer. Manajer dapat memperkirakan keuntungan yang didapatkan perusahaan pada masa mendatang dengan memperkirakan besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mengarah pada besarnya keuntungan yang didapatkan perusahaan sehingga besar pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar. Berdasarkan teori agensi, agent akan berusaha dalam mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent yang disebabkan dari meningkatnya pertumbuhan penjualan yang diikuti dengan tingginya laba yang dihasilkan sehingga menimbulkan beban pajak yang besar. 
Hal ini sejalan dengan peneitian Dewinta & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan maka semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. 
4.8.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak 
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tabel 4.12 pengukuran variabel CSR memiliki nilai signifikan sebesar 0,752 > 0,05 yang menunjukkan bahwa CSR tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ETR. Hasil uji t pada variabel CSR memiliki koefisien sebesar -0,253 yang berarti bahwa variabel ini memberikan pengaruh negative terhadap ETR. Oleh karena itu hipotesis pertama ditolak. 
Hal ini bisa jadi disebabkan pada pengungkapan CSR dalam laporan tahunan yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga pengungkapan CSR perusahaan dalam laporan tahunan tidak bisa dijadikan jaminan akan adanya tindakan penghindaran pajak. Selain itu, kemungkinan lain yang terjadi adalah indeks CSR bukanlah prediktor yang kuat mengenai apakah suatu perusahaan akan melalukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik pada pengungkapan CSR, yang lebih bersifat sebagai kewajiban yang cenderung lebih terikat dengan etika dan pertimbangan legalitas.
 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan mebutuhkan legitimasi dari para stakeholder untuk keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Perusahaan sering kali melakukan kegiatan CSR untuk membangun atau menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan demikian CSR dapat dijadikan alat bagi perusahaan untuk membangun citra yang positif, mendapatkan kepercayaan dan pada akhirnya mendapatkan legitimasi di mata pemangku kepentingan. Meskipun CSR sering kali digunakan sebagai alat legitimasi, ada kemungkinan terjadi tidakselarasan, jika suatu perusahaan hanya melakukan CSR sebagai pencitraan tanpa komitmen nyata, hal ini justru dapat merusak legitimasi mereka di golongan masyarakat..
Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang berkaitan dengan dampak organisasi terhadap system alam baik yang hidup maupun tidak hidup, termasuk tanah, air, udara dan ekosistem tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Wahyudi (2015), yang menyatakan praktek pengungkapan CSR di Indonesia masih sangat rendah khususnya yang berkaitan dengan lingkungan. Di Indonesia sendiri pada awalnya pengungkapan CSR masih bersifat sukarela namun karena sekarang sudah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menjadi sesuatu yang wajib bagi perusahaan. Perubahan tersebut menyebabkan tidak adanya perbedaan yang mencolok dalam pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan setiap tahunnya. 
Selain itu, dalam penelitian Zainuddin & Anfas (2021) menyatakan bahwa sebesar apapun biaya kegiatan CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan, tidak akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2010, besarnya nilai yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial atau sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. 
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BAB V
PENUTUP
5.1 	KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang berperan sebagai monitor perusahaan belum tentu mampu dalam memberikan control terhadap tindakan manajemen atas tindakan oportunistiknya terhadap tindakan penghindaran pajak. Hipotesis pertama ditolak. 
2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan cenderung membuat perusahaan mendapat profit yang besar. Hal tersebut mendorong tindakan manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Hipotesis kedua diterima.
3. Corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengungapan CSR dalam laporan tahunan belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga pengungkapan CSR perusahaan dalam laporan tahunan tidak bisa dijadikan jaminan akan adanya tindakan penghindaran pajak. Hipotesis ketiga ditolak. 
5.2 	SARAN 
Berdasarkan hasil dari penelitian, kesimpulan dan saran diatas, terdapat beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan proksi lain selain ETR dalam pengukuran praktik penghindaran pajak, seperti Current ETR dimana pengukuran tersebut berdasarkan beban pajak kini perusahaan yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta dapat menambah atau mengganti variabel yang lain diluar dengan variabel penelitian ini.
2. Bagi perusahaan, disarankan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak. 
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Objek Penelitian 
	No
	Kode Perusahaan
	Nama Perusahaan

	1
	ADRO
	Adaro Energy, Tbk

	2
	BSSR
	Baramulti Suksessaarana, Tbk

	3
	BYAN
	Bayan Resources, Tbk

	4
	DSSA
	Dwi Guna Laksana, Tbk

	5
	GEMS
	Golden Energi Mines, Tbk

	6
	ITMG
	Indo Tambangraya Megah, Tbk

	7
	TOBA
	Toba Bara Sejahtera, Tbk

	8
	ELSA
	Elnusa, Tbk

	9
	MBAP
	Mitrabara Adiperdana, Tbk

	10
	PTRO
	Petrosea, Tbk

	11
	HRUM
	Harum Energy, Tbk

	12
	INCO
	Vale Indonesia, Tbk 

	13
	PTBA
	Bukit Asam, Tbk




Lampiran 2. Indikator Pengungkapan CSR Berdasarkan Global Reporting Intiative (GRI) 4.0 
	Kategori : Ekonomi

	Aspek : Kinerja Ekonomi

	EC1
	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan

	EC2
	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya

	EC3
	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti

	EC4
	Bantuan financial yang diterima dari pemerintah

	Aspek : Keberadaan di Pasar

	EC5
	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional

	EC6
	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat local di lokasi operasi yang signifikan

	Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung

	EC7
	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan

	EC8
	Dampak ekonomi tidak langsung

	Aspek : Praktek Perdagangan

	EC9
	Pembelian pemasok local di operasional yang signifikan

	Kategori : Lingkungan

	Aspek : Bahan

	EN1
	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume

	EN2
	Bahan yang digunakan merupakan bahan input daur ulang

	Aspek : Energi

	EN3
	Konsumsi energy dalam organisasi

	EN4
	Konsumsi energy diluar organisasi

	EN5
	Intensitas energy

	EN6
	Pengurangan konsumsi energy

	Aspek : Air

	EN7
	Konsumsi energy diluar organisasi

	EN8
	Total pengambilan air berdasarkan sumber

	EN9
	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air

	EN10
	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali

	Aspek : Keanekaragaman Hayati

	EN11
	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung

	EN12
	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati

	EN13
	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan

	EN14
	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat kepunahan

	Aspek : Emisi

	EN15
	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)

	EN16
	Emisi gas rumah kaca (GRK) energy tidak langsung (Cakupan 2)

	EN17
	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)

	EN18
	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)

	EN19
	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)

	EN20
	Emisi bahan perusak ozon (BPO)

	EN21
	Nox, Sox danemisi udara signifikan lainnya

	Aspek : Efluen dan Limbah

	EN22
	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan

	EN23
	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan

	EN24
	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan

	EN25
	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional

	EN26
	Identitas, ukuran, status lindung dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air baungan dan limpasan dari organisasi.

	Aspek : Produk dan Jasa

	EN27
	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa

	EN28
	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori

	Aspek : Kepatuhan

	EN29
	Nilai moneteer denda signigikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap UU dan peraturan lingkungan

	Aspek : Transportasi

	EN30
	Dampak lingkungan signisikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja

	Aspek : Lain-lain

	EN31
	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis

	Aspek : Asesmen Pemasok Atas Lingkungan

	EN32
	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan

	EN33
	Dampak lingkungan negative potensial dalam rantai pasokan

	Aspek : Mekanisme Pengaduan

	EN34
	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan

	Kategori : Sosial

	Sub-Kategori : Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja

	Aspek : Kepegawaian

	LA1
	Jumlah total dan perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender dan wilayah

	LA2
	Tunjangan yang diberikan karyawan bagi karyawan purna waktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan

	LA3
	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan

	Aspek : Hubungan Industrial

	LA4
	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama

	Aspek : Kesehatan dan Keselamatan Kerja

	LA5
	Saran program kesehatan dan keselamatan kerja

	LA6
	Jenis dan tingkat cidera, penyakit akibat kerja, hari hilang, kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja menurut daerah dan gender

	LA7
	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka

	LA8
	Topic kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja

	Aspek : Pelatihan dan Pendidikan

	LA9
	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan

	LA10
	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti

	LA11
	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular, menurut gender dan kategori karyawan

	Aspek : Keberagaman dan Kesetaraan Peluang

	LA12
	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan minoritas dan indicator keberagaman lainnya

	Aspek : Kesetaraan Remunerasi

	LA13
	Rasio gaji pokok dann remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi ioerasional yang signifikan

	Aspek : Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan

	LA14
	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan

	LA15
	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

	LA16
	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

	Sub-Kategori : Hak Asasi Manusia

	Aspek : Investasi

	HR1
	Jumlah total dan persentase perjanjiann dan kontrak investasi

	HR2
	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia yang relevan dengan operasi termasuk persentase karyawan yang dilatih

	Aspek : Non Diskriminasi

	HR3
	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil

	Aspek : Kebebasan Berserikat

	HR4
	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi, melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut

	Aspek : Pekerja Anak

	HR5
	Operasi dengan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif

	Aspek : Pekerja Paksa

	HR6
	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa

	Aspek : Praktik Pengamanan

	HR7
	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi

	Aspek : Hak Adat

	HR8
	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil

	Aspek : Asesmen

	HR9
	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan riview atau asesmen dampak hak asasi manusia

	Aspek : Asesment HAM

	HR10
	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia

	HR11
	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

	Aspek : Mekanisme Pengaduan Masalah HAM

	HR12
	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal

	Sub-Kategori : Masyarakat

	Aspek : Masyarakat Lokal

	SO1
	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat local, asesmen dampak dan program pengembangan yang diterapkan

	SO2
	Operasi dengan dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat local

	Aspek : Anti-Korupsi

	SO3
	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi

	SO4
	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi

	SO5
	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

	Aspek : Kebijakan Publik

	SO6
	Nilai total kontribusi poitik berdasarkan negara dan penerima manfaat

	Aspek : Anti Persaingan

	SO7
	Jumlah total tindakan hokum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya

	Aspek : Kepatuhan

	SO8
	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatihan terhadap UU dan peraturan

	Aspek : Asesmen Pemasok Terhadap Masyarakat

	SO9
	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat

	SO10
	Dampak negative actual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

	Aspek : Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat

	SO11
	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

	Sub-Kategori : Tanggung Jawab Atas Produk

	Aspek : Kesehatan Keselamatan Pelanggan

	PR1
	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap K3

	PR2
	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan

	Aspek : Pelebelan Produk dan Jasa

	PR3
	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan dan pelabelan produk dan jasa

	PR4
	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil

	PR5
	Hasil survey untuk mengukur kepuasan pelanggan

	Aspek : Komunikasi Pemasaran

	PR6
	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan

	PR7
	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor

	Aspek : Privasi Pelanggan

	PR8
	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

	Aspek : Kepatuhan

	PR9
	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap UU dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa








Lampiran 3. Hasil Perhitungan Variabel Penelitian 
	No
	Kode Perusahaan
	Tahun
	ETR (Y)
	KI (X1)
	SG (X2)
	CSRi (X3)

	1
	ADRO
	2018
	0.4183
	0.4391
	0.1109
	0.2527

	
	
	2019
	0.3400
	0.4391
	0.0449
	0.2857

	
	
	2020
	0.2865
	0.4391
	-0.2668
	0.6044

	
	
	2021
	0.3079
	0.4391
	0.5751
	0.5934

	
	
	2022
	0.3675
	0.4391
	1.0293
	0.4945

	2
	BSSR
	2018
	0.2612
	0.9074
	0.1296
	0.2308

	
	
	2019
	0.2626
	0.9074
	-0.0572
	0.2418

	
	
	2020
	0.2527
	0.9074
	0.2072
	0.2527

	
	
	2021
	0.2235
	0.9074
	1.0858
	0.1538

	
	
	2022
	0.2231
	0.9074
	0.4884
	0.1429

	3
	BYAN
	2018
	0.2475
	0.3000
	0.5709
	0.1868

	
	
	2019
	0.2484
	0.3000
	0.1701
	0.1868

	
	
	2020
	0.1926
	0.3000
	0.0025
	0.1868

	
	
	2021
	0.2222
	0.3000
	1.0444
	0.4725

	
	
	2022
	0.0219
	0.3000
	0.6491
	0.4286

	4
	DSSA
	2018
	0.3786
	0.5990
	-0.8662
	0.1758

	
	
	2019
	0.4612
	0.5990
	8.4233
	0.1758

	
	
	2020
	9.6853
	0.5990
	0.0955
	0.2967

	
	
	2021
	0.3014
	0.5990
	0.4363
	0.2308

	
	
	2022
	0.1882
	0.5990
	1.7512
	0.4286

	5
	GEMS
	2018
	0.2581
	0.9700
	0.3761
	0.1429

	
	
	2019
	0.3346
	0.9700
	0.0597
	0.1538

	
	
	2020
	0.2460
	0.9700
	-0.0416
	0.1538

	
	
	2021
	0.2317
	0.9250
	0.4942
	0.1648

	
	
	2022
	0.2258
	0.9452
	0.8411
	0.5824

	6
	ITMG
	2018
	0.2956
	0.6514
	0.1883
	0.3736

	
	
	2019
	0.3195
	0.6514
	-0.1455
	0.3736

	
	
	2020
	0.4786
	0.6514
	0.3091
	0.3736

	
	
	2021
	0.2346
	0.6514
	0.7521
	0.4176

	
	
	2022
	0.2236
	0.6514
	0.7509
	0.5824

	7
	TOBA
	2018
	0.3001
	0.8326
	0.4111
	0.1648

	
	
	2019
	0.3042
	0.9326
	0.1986
	0.1868

	
	
	2020
	0.1492
	0.9326
	-0.3684
	0.1538

	
	
	2021
	0.2413
	0.9246
	0.3939
	0.1648

	
	
	2022
	0.1814
	0.8527
	0.3742
	0.2967

	8
	ELSA
	2018
	0.2146
	0.5600
	0.3305
	0.0549

	
	
	2019
	0.2363
	0.5600
	0.2657
	0.0549

	
	
	2020
	0.2778
	0.5600
	-0.0785
	0.0879

	
	
	2021
	0.4630
	0.5110
	0.0530
	0.1868

	
	
	2022
	0.1730
	0.5110
	0.5124
	0.1868

	9
	MBAP
	2018
	0.2560
	0.9000
	-0.0017
	0.0989

	
	
	2019
	0.2715
	0.9000
	0.0105
	0.0989

	
	
	2020
	0.2651
	0.9000
	0.2286
	0.0989

	
	
	2021
	0.2198
	0.9000
	0.5399
	0.1319

	
	
	2022
	0.2223
	0.9000
	0.4509
	0.1648

	10
	PTRO
	2018
	0.3289
	0.8324
	0.7922
	0.2637

	
	
	2019
	0.2281
	0.8421
	0.0230
	0.3077

	
	
	2020
	0.0855
	0.8481
	-0.2849
	0.4286

	
	
	2021
	0.1786
	0.8481
	0.2203
	0.4066

	
	
	2022
	0.1792
	0.8980
	0.1457
	0.4725

	11
	HRUM
	2018
	0.1657
	0.7414
	0.0341
	0.1209

	
	
	2019
	0.2148
	0.7918
	0.2201
	0.1648

	
	
	2020
	0.0603
	0.7988
	0.3990
	0.1648

	
	
	2021
	0.2281
	0.7988
	[bookmark: _GoBack]1.1301
	0.1648

	
	
	2022
	0.2047
	0.7988
	1.6904
	0.1648

	12
	INCO
	2018
	0.2676
	0.7951
	0.2345
	0.3187

	
	
	2019
	0.3560
	0.7951
	-0.0629
	0.3187

	
	
	2020
	0.2086
	0.7951
	0.0505
	0.3956

	
	
	2021
	0.2486
	0.7936
	0.2464
	0.7253

	
	
	2022
	0.2734
	0.7936
	0.2374
	0.5385

	13
	PTBA
	2018
	0.2468
	0.6502
	0.0871
	0.4945

	
	
	2019
	0.2593
	0.6593
	0.0293
	0.4286

	
	
	2020
	0.2577
	0.6593
	-0.2048
	0.5385

	
	
	2021
	0.2241
	0.6593
	0.6890
	0.4615

	
	
	2022
	0.2113
	0.6593
	0.4575
	0.7253
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